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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku
yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini telah dapat di terbitkan untuk
dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Maraknya kasus korupsi yang
terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya telah membuka mata
masyarakat luas akan pentingnya upaya pencegahan di samping upaya
tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu
upaya pencegahan tersebut adalah mengenalkan nilai-nilai antikorupsi
sejak dini secara konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan
antikorupsi, baik secara formal maupun informal.

Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada
zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi
tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua
elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang
juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah.
Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan
sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi
bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan
terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan
secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis
siswa.

Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa
mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk
sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan
tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-
bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan
korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang
terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor.
Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan



mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi
mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap
setiap bentuk korupsi.

Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar
membina kemampuan  generasi mendatang untuk  mampu
mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi
dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.
Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena
pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada
diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur,
yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan
dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan
korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina
kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang
diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul
dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini hadir
sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pendidikan
Antikorupsi. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini
terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena
sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami
dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan
saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan
sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Antikorupsi.

Oktober, 2022

Tim Penulis
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BAB 1

PENGERTIAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia
pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus
korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan.

Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun
sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian
korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain
mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial
perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan
social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang
terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB
memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.

Dasar atau keadaan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi
adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas
mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum, korupsi
berdasarkan pendapat para pakar, korupsi menurut peraturan perundang-
undangan dan korupsi menurut negara-negara lain.

B. PENGERTIAN KORUPSI MENURUT KAMUS BAHASA INDONESIA

Dimana-mana, gejala masyarakat yaitu korupsi dapat dijumpai.
Berdasarkan sejarah, korupsi merupakan masalah yang hampir ada di tiap
Negara. Suatu hal yang wajar apabila definisi korupsi selalu berubah
mengikuti zaman.



DAFTAR PUSTAKA

Bisri A. dan Munawir AF. Kamus Al-Bisri. Pustaka Progresif. 1999. hal. 161.
Surabaya.

BPKP. (1999). Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Pusat Pendidikan
dan Pengawasan BPKP. Cet I. hal. 257. Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Balai Pustaka. hal. 527. Jakarta.

Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2006). The global fight against
corruption: A Foucaultian, virtues-ethics framing. Journal of
Business Ethics, 65(1), 1-12.

Fuady M., (2002). Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer.
PT. Cipta Raya Bhakti. hal 8. Bandung.

Hasibuan. A., (1997). Titik Pandang Untuk Orde Baru. Pustaka Sinar
Harapan. hal. 342-347. Jakarta.

Klitgaard Robert. (2001). Membasmi Korupsi.Ed.2, Cet, 2. Yayasan Obor
Indonesia. Hal. 29. Jakarta.

Prodjohamidjojo, M. (2000). Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik
Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999).

Ranuhandoko I.P.M. (1996). Terminolohi Hukum. Sinar Grafika. Hal. 177.
Jakarta.

Salama, N.,(2010) Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif
dan Proses Terjadinya Korupsi). Pusat Penelitian IAIN Walisongo
Semarang. hal. 16-17. Semarang.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 2: CIRI-CIRI BENTUK
DAN JENIS KORUPSI

Vina Dini Pravita, S.S., M.Si., CHE

STIPRAM Yogyakarta



BAB 2

CIRI-CIRI BENTUK
DAN JENIS KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Tindak korupsi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan,
penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan
pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah.
Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari
oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap,
pemberian fasilitas tertentu maupun yang lain dan pada akhirnya
kebiasaan tersebut menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan
keuangan negara.

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin coruptio atau corruptus
yang bermakna kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu, di berbagai
negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang
busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di
bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau
memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah
diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, dapat
disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena
dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam
masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi
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BAB 3

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

A. PERKEMBANGAN KORUPSI (DEFINISI HINGGA TEORI)

Korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”.
“Corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih
tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption,
corrupt” (Inggris), “corruption” (Prancis) dan “corruptie/korruptie”
(Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan pejabat publik,
baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam
tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan
kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan
keuntungan sepihak. (Sariguna & Kennedy, 2017:53)

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan
memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan
masyarakat dan negara. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025.
Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi,
yakni:

1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan;
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum;
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BAB 4

DAMPAK MASIF KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan negara dapat ditinjau dari jumlah kasus korupsi yang
ada pada suatu negara tersebut. Semakin rendah kasus korupsi pada
negara tersebut, maka terdapat potensi negara tersebut semakin
sejahtera dikarenakan pembangunan pada negara tersebut dilaksanakan
secara efektif dan efisien (Banerjee & Mukherjee, 2020; Olken, 2006).
Sedangkan menurut data yang dirilis oleh tranparency.org menyatakan
bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kasus korupsi tertinggi di
dunia adalah negara-negara berkembang vyang notabene tingkat
kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dari negara-negara maju (Fajri,
2022; Soeharjoto et al., 2022). Di bawah ini adalah tabel 4.1 yang
merupakan dua puluh negara dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di
dunia:

Tabel 4.1 Dua Puluh Negara dengan Tingkat Korupsi Tertinggi di Dunia

No Negara No Negara

1 | Sudan Selatan 11 | Republik Demokrasi Kongo
2 | Suriah 12 | Burundi

3 | Somalia 13 | Cahd

4 | Venezuela 14 | Sudan

5 | Yaman 15 | Nikaragua

6 | Korea Utara 16 | Haiti

7 | Afghanistan 17 | Komoro
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BAB 5

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia tengah dihadapkan seputar permasalahan moral
yang tak kunjung usai, yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan keji,
tindakan jahat, tindakan merusak dan tindakan yang sama sekali tidak bisa
dibenarkan. Korupsi pada hakikatnya merusak sendi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara karena adanya penyalahgunaan dalam hal
keuangan atau kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri ataupun orang
lain namun merugikan banyak pihak.

Pelaku korupsi dianggap telah melakukan pengkhianatan atas suatu
amanat yang terkait dengan tanggung jawab dan wewenang yang
diberikan kepadanya. Perilaku tersebut tentu bertentangan dan melanggar
moral serta hukum yang berlaku. Mengacu pada berbagai aspek yang
menjadi penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana telah dipaparkan pada
bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terjadi karena
adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Faktor
internal merupakan penyebab dari faktor individu yang meliputi perilaku
dan nilai nilai-nilai yang dianut. Adapun penyebab terjadinya korupsi dari
faktor eksternal ialah berasal dari lingkungan ataupun sistem.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan untuk mengurangi dan
menghilangkan faktor penyebab korupsi, karena korupsi menjadi salah
satu penyebab kemunduran suatu negara sehingga dinilai sangat penting
untuk menanamkan sikap antikorupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi
merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi
berupa keseluruhan upaya guna mendorong generasi mendatang untuk
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BAB 6

SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN
Pembahasan mengenai korupsi tak akan pernah ada habisnya, saat
kita masih kecil praktik korupsi sudah menjadi bagian aktivitas sehari-hari
tanpa kita sadari, seperti memberi uang kepada teman atau saudara
ketika kita berbuat salah supaya tidak memberitahu guru atau orang tua
istilahnya yaitu “uang tutup mulut”. Budaya korupsi telah menjadi bagian
dari setiap kehidupan lapisan masyarakat dan ini menjadi masalah yang
pelik di Indonesia karena kegiatan korupsi pun sudah terjadi sejak lama.
Seorang pakar psikologi bernama Freederich Barlett dalam Wagoner
mengemukakan (Wagoner, 2017):
“Remembering is not the re-excitation of innumerable fixed, lifeless
and fragmentary traces. It is an imaginative reconstruction or
construction, built out of the relation of our attitude towards a whole
active mass of organised past reactions or experience [i.e., schema],
and to a little outstanding detail which commonly appears in image or
in language form.”

Kutipan diatas merupakan sebuah teori bernama schemata, yaitu
proses bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi individu
atau sebuah group untuk memproses dan menginterpretasikan keadaan
kini dan masa depan, individu dan group tersebut merujuk interpretasi
yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Terkadang sebuah schema jadi
sangat kuat sehingga sebuah individu atau organisasi enggan untuk
menggantikan pandangan mereka meskipun sudah terbukti salah



4. Kasus korupsi dalam sejarah Indonesia memiliki dampak pada setiap
aspek. Deskripsikan aspek apa saja yang terdampak oleh perilaku
korupsi?

5. Apayang melatarbelakangi diterbitkannya perpres No 87 Tahun 20167?
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BAB 7

STRATEGI DAN
UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang berbagai strategi dan upaya
pemberantasan korupsi pada bidang hukum, khususnya hukum pidana
umumnya yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu jawaban yang
paling tepat untuk dapat memberantas korupsi. Korupsi yang ada dan
yang merajalela tentunya harus diatasi dengan tuntas serta dengan
melaksanakan aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan
yang lengkap, aparat hukum dari berbagai sektor seperti kepolisian,
kejaksaan maupun pengadilan dan Badan khusus pemberantasan korupsi
yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi khususnya di
Indonesia proses pemberantasan korupsi yang seolah masih sulit
diselesaikan. Terdapat banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan,
penerapan hukum yang masih belum dapat memberatkan para pelaku
korupsi serta integritas para penegak hukum yang masih banyak diragukan
oleh sebagian masyarakat dalam melakukan proses penindakan para
pelaku korupsi.
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BAB 8

PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah selalu ada di belahan dunia. Hampir
semua negara berhadapan dengan praktik korupsi. Perbedaannya ialah
tingkat atau eskalasi praktik korupsi di negara masing-masing. Bisa
dikatakan tidak ada negara yang bebas korupsi. Praktik atau bentuknya
juga sangat beragam. Sehingga sangat sulit untuk menyelesaikannya
secara total dan langsung. Dengan kata lain, korupsi sangat kompleks dan
fenomena yang beragam (Weidman & Enkhjargal, 2008). Oleh karena itu,
pencegahan dan penyelesaian korupsi merupakan selalu menjadi agenda
utama. Banyak upaya dan kebijakan yang diterapkan guna meminimalisir
korupsi. Banyak pendekatan yang digunakan dalam upaya meminimalisir
korupsi mulai dari perbaikan tata Kelola pemerintahan, penegakan hukum,
pendekatan ekonomi atau kesejahteraan bahkan pendekatan budaya
termasuk pendidikan merupakan upaya-upaya untuk dianggap mampu
meminimalisir korupsi.

Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji pendidikan antikorupsi di
Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pendekatan dalam
penyelesaian korupsi dari segi pendidikan. Pendidikan antikorupsi di
Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi muda
antikorupsi. Pendidikan merupakan dianggap sebagai salah satu alternatif
dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan dianggap sangat strategis
karena berkaitan upaya melahirkan generasi muda (Fajar & Muriman,
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BAB 9

KERJA SAMA
PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi saat ini sangat hangat diperbincangkan
diseluruh kalangan masyarakat, media massa maupun media cetak. Tindak
pidana korupsi marak dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang
telah dipercaya oleh masyarakat dapat mensejahterakan rakyat tetapi
justru membuat kerugian bagi negara. Korupsi di Indonesia bahkan sudah
tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah
merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi
juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan
hukum keamanan nasional (Djaja, 2010, h.13).

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin:
corruption maksudnya penyuapan, corruptore artinya adalah merusak)
gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan
wewenang dengan terjadinya  penyuapan, pemalsuan serta
ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang
busuk, jahat, dan merusak. Berbicara tentang korupsi menyangkut
berbagai hal baik dari segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan
dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewenangan kekuasaan
dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta
penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah
kekuasaan jabatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi
memiliki arti yang luas yaitu:
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BAB 10

TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di Indonesia sudah ada sejak negeri ini belum
merdeka, maka sejarah perkembangan pemberantasan korupsi cukup
panjang dan melelahkan. Salah satu bukti adanya sejarah korupsi ada,
sejak masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu adanya kebudayaan
memberi upeti oleh beberapa golongan masyarakat Indonesia pada jaman
penjajahan kepada penguasa setempat. Untuk memberantas tindak
pidana Korupsi di Tanah Air perlu penanganan yang serius oleh
pemerintah yang berkuasa dan keinginan politik yang serius. Politik
pemberantasan korupsi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan
yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Lahirnya
undang-undang khusus untuk mengatur tindak pidana pemberantasan
korupsi serta penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
melalui dorongan dari pemerintah yang berkuasa, yang harus diterapkan
oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas tindak
pidana korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tanpa tebang
pilih.

Adanya undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi
merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan memberantas
korupsi secara serius. Selain dibentuknya peraturan perundang-undangan
sebagai payung hukum namun diperlukan juga sosialisasi dimasyarakat
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BAB 11

PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana korupsi masih menjadi perbincangan yang
sering kita temui di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki nilai indeks persepsi praktek
tindak korupsi yang cukup tinggi. Tercatat bahwa Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 1.194 kasus tindak pidana
korupsi sejak tahun 2004 hingga 2021. Menurut data yang dimiliki oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jenis perkara tindak pidana korupsi
yang paling banyak adalah kasus penyuapan, yakni sebanyak 775 kasus.
Kasus penyuapan yang berhasil ditangani oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti
kemudian pada tahun 2019 dan 2017, dengan masing-masing sebanyak
119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak
pidana korupsi yang terbanyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) selanjutnya yakni 266 kasus. Selain itu, sebanyak 50 kasus
penyalahgunaan anggaran telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sejak 2004 hingga tahun lalu. Kemudian, sebanyak 41 kasus tindak
pidana pencucian uang (TPPU) juga telah ditangani Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Posisi berikutnya adalah kasus pungutan atau pemerasan
sebanyak 26 kasus. Kemudian berikutnya adalah kasus perizinan dan
penghalangan penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus.

Indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International
Indonesia menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada peringkat 96
dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia
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BAB 12

KEJAHATAN KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Sebagian besar pendekatan teoretis yang menjelaskan korupsi jatuh di
bawah disiplin ilmu politik dan ekonomi dengan beberapa referensi
sosiologi dan/atau kriminologi. Bab ini memperluas kerangka teoretis yang
saat ini digunakan di korupsi literatur dan membantu memperluas diskusi
tentang mengapa dan bagaimana individu, organisasi dan negara
melakukan tindakan korupsi. Politik ilmu pengetahuan dan ekonomi fokus
pada pengukuran korupsi dan strategi pencegahan dan memandang off
ender sebagai aktor yang sebagian besar rasional. Este menggemakan
beberapa pendekatan kriminologis—seperti pilihan rasional (Wilson dan
Herrnstein, 1985:9) dan aktivitas rutin (Cohen dan Felson, 1979:98), tetapi
ini, baik dalam literatur korupsi maupun kriminologi, tidak benar-benar
fokus pada mengapa individu dan organisasi menentang korupsi, karena
tindakan dianggap hanya sebagai rasional dan mementingkan diri sendiri.
Di dalam literatur pada pendekatan kriminologi rasional dan korupsi fokus
utama sedang mempersulit tindakan seperti itu terjadi dengan mengubah
proses dan struktur untuk mencegah akses ke celah dan jalan korupsi.

Seperti diketahui bahwa perkara Tindak pidana korupsi merupakan
perkara yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut: White collar
crime’ yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya
kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan
tugas/pekerjaannya. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland dalam
bukunya Principles of Criminology’ vyang dikutip oleh Momon



DAFTAR PUSTAKA

Becker, H. S. (1966). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New
York: Free Press.

Brooks, G, 2016, Criminology of Corruption ; Theoretical Approaches,
University of Wolverhampton Wolverhampton , United Kingdom

Brooks, G., Walsh, D., Lewis, C.,, & Kim, H. (2013). The prevention of
corruption: Investigation, enforcement and governance. Basingstoke:
Palgrave Macmillan.

Cohen dan Felson. (1997). The “peverse effects” of political corruption.
Political Studies, 45 (3), 516—538

Dahrendorf, R. (1958). Class and class conflict in industrial society.
Stanford, CA: Stanford University Press.

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency . Berkeley, CA: University of
California Press.

Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological
Review, 3, 672-210

Momon Martasaputra, (1973), Asas-Asas Kriminologi, Bandung : alumi

Rinaldi, K. (2017). Corruption As One Of The Cultural Culture In Indonesia
(Case Study Rutan Sialang Bungkuk-Pekanbaru), |ICoSEEH UIR

Sutherland, E. H. (1939). Principles of criminology (3rd ed.). Philadelphia,
PA: Lippincott.

Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of
delinquency. American Sociological Review, 22, 664-670.

Wilson, J. Q., & Herrnstein, R. (1985). Crime and human nature . New York:
Simon and Shuster.

Wolfgang, Marvin. Et. Al. (1970). The Sociology of Crime and Delinquency:
Second Edition. Jhon Wiley and Sons, Inc



[ PROFIL PENULIS ]




Satya Darmayani, S.Si., M.Eng

: Penulis lulus S1 di Program Studi Kimia Fakultas
Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Universitas
Haluoleo tahun 2010. Lulus S2 di Program Magister
Pengendalian Pencemaran Lingkungan (MTPPL)
Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Saat ini adalah
dosen tetap Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
\ . Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari.
Mengampu mata kuliah Biokimia, Pengantar Laboratorium Medik, Kimia
Analitik, Kimia Analisis Air Makanan dan Minuman dan mata kuliah
Toksikologi. Aktif menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah maupun rubrik
koran, serta sebagai presenter dibeberapa konferensi Nasional maupun
Internasional.

Vina Dini Pravita, S.S., M.Si., CHE

Penulis lahir di Magelang pada 08 Maret 1985.
Mengenyam pendidikan S1 Jurusan Arkeologi,
Universitas Gadjah Mada dan S2 di STPMD “APMD”
Yogyakarta pada Prodi llmu Pemerintahan. Saat ini
penulis sedang melanjutkan studi pada jenjang S3 di
prodi Doktoral llImu Administrasi Negara, Universitas
17 Agustus (UNTAG), Surabaya. Penulis tinggal di
Yogyakarta dan aktif sebagai dosen di STIPRAM Yogyakarta pada Jurusan
Pariwisata, serta giat menulis pada bidang pariwisata, sosial, politik, dan
pemerintahan. Penulis dapat dihubungi pada alamat email
vinapratama@gmail.com.

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H

Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis
merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi
Magister Illmu Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar
Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis



mailto:vinapratama@gmail.com

melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor IImu Hukum pada Program
Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016.
Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum
Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS
dengan status dosen tetap. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode
2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional
dan internasional diantaranya Strengthening Pela-Gandong Alliance Based
on John Rawls’ Theory of Justice (2015), The Essence of Human Rights
Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999) (2019), The
Effectiviness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in
Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City
(2021), Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator,
Police Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional
Court Number 130/PUU/2015 (2021), Kejahatan Terhadap Kekayaan
Negara (2021), Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of
Human Rights Violation (Criminal Law Perspective) (2022), Legal Aspects of
International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action:
Human Rights Perspective (2022). Selain itu penulis juga aktif dalam
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa Book Chapter
yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina yaitu Hukum Media
Massa (Mei 2021) dan Kebijakan Publik (Juli 2021), Public Relations
(Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial) (November
2021), Manajemen Pariwisata (April 2022).

Dr. Lucky Nugroho S.E., M.M., M.Ak., M.Sc
L Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979.
Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai
berikut: S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari
Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas
Islam Indonesia; S2 Magister Manajemen lulus pada
tahun 2011 dari Universitas Trisakti; S2 Magister
= = | Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari
Universitas PadJadJaran Bandung lulus pada tahun 2014; S2 Advance
Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de




Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016
dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development; S3 Doktor
IImu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus
pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti. Saat ini penulis adalah staf
pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana,
Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada
perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak
tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai praktisi di
perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan
sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerja sama
Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEl) Komisariat Universitas Mercu Buana dan
sebagai pengurus lkatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

Afifah Zulfa Destiyanti, M.Pd

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 21
Desember 1995 yang merupakan anak pertama dari
tiga bersaudara. Saat ini berprofesi sebagai Dosen di
program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) UIN Raden Intan Lampung dan sebagai
womanpreneur, owner dari @aysestore.id. Penulis
mempunyai karya kolaborasi buku pertama yang
berjudul “Pembelajaran Kreatif (Implementasi Strategi Pembelajaran
Tematik 2013)” pada tahun 2019, buku ke-dua berjudul “Keajaiban
Perempuan”, dan buku “Pendidikan Anti Korupsi” ini merupakan buku
kolaborasi ke-tiga penulis. Riwayat pendidikan penulis berawal dari
pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar Bandar Lampung (2001),
pendidikan dasar di SDS Al-Kautsar Bandar Lampung (2007), Madrasah
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Diniyyah Putri Lampung (2013),
melanjutkan pendidikan jenjang strata satu di UIN Raden Intan Lampung
pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (2017), dengan
program studi yang sama untuk jenjang strata dua (magister) di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2019).




Heru Prasetyo, M.Pd

Penulis lahir di Campursari, Kabupaten Musi Rawas,
Provinsi Sumatera Selatan pada 17 Februari 1996.
Putra dari pasangan bapak Sriyono dan Ibu Eni Hastuti
telah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD)
Negeri 1 Campursari dan melanjutkan sekolah di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Campursari,
kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah
(MA) Negeri 1 Model Lubuklinggau, dan melanjutkan kuliah di perguruan
tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI dan mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan pada tahun 2018; kemudian mengambil Program Magister di
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
mendapatkan gelar magister pendidikan pada tahun 2020. Saat ini penulis
aktif sebagai dosen di Institut Agama lIslam Al-Azhaar Lubuklinggau,
mengajar di Fakultas Tarbiyah dan sebagai Sekretaris Prodi Manajemen
Dakwah di Fakultas Dakwah dan IImu Komunikasi. penulis juga aktif
menulis jurnal, beberapa jurnal telah terindeks SINTA, dan buku ini
merupakan buku ke tiga yang sebelumnya telah terbit buku berjudul
“Pengembangan Materi IPS MI”, “Manajemen Pendidikan”, dan InshaAllah
akan terbit juga buku “Profesi Keguruan”.

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos

Penulis merupakan pria kelahiran Bekasi 27 September
1986 semasa kecil tinggal disebuah desa bernama
Cibarusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar
sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi.
Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di
Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil
prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian
melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan
Pemerintahan Islam. Aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI
Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu
Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di




beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibarusah, SMK N 1 Cibarusah, SMP
Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer, Homeschooling Primagama (HSPG)
Yogyakarta, Homeschooling Entrepreneur (HSE) Yogyakarta, Tutor di
Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi
Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM), Universitas Ahmad Dahlan
(UAD), Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) untuk mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu
aktif menulis di beberapa jurnal nasional serta pernah menulis buku
antologi yang berjudul “Romansa di Penjara Suci”, Buku Ajar Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Buku llmu Negara dan ini
merupakan buku keempat penulis. Untuk berkomunikasi dengan penulis
dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

DW| R|yant|, S.Pd., M.Pd

b = Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Keguruan dan
llImu Pendidikan Universitas Terbuka. Lulusan S1 dan S2
dari Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dwi juga
pernah mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di
Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Ahmad
Dahlan. Saat ini Dwi juga sebagai editor UNNES
PoI/t/cal SCIence Journal dan Editor Journal of Education and Technology,
serta sebagai reviewer Jurnal Pancasila dan Bela Negara, reviewer jurnal
Citizenship, dan dewan penyunting jurnal Antroposen. Penelitian yang
sedang dilakukan antara lain: sebagai Ketua Tim Peneliti “Ketahanan
Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten
Bantul”, Ketua Tim Peneliti “Pengelolaan Pasar Tradisional Menggunakan
Asas Kekeluargaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Ketua Tim
Peneliti “Pengembangan Klinik Bimbingan Akademik dan TAP Mahasiswa
Berbasis Online”, serta sebagai anggota penelitian “Penerapan Model
Tutorial Online untuk Meningkatkan Keterlibatan Aktif Mahasiswa”, “Etika
Orang Jawa Dalam Menghadapi Musibah (Studi Kasus: Bencana Lahar
Gunung Semeru)”, “Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Budaya
Lokal Untuk Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila”, dan “Perspektif



mailto:ricky@stipram.ac.id

Mathematical Power dalam Implementasi Pendidikan Karakter”. Buku
yang baru saja diterbitkan adalah Buku Pendidikan Kewarganegaraan.

Toba Sastrawan Manik, S.Pd., M.Pd

Penulis lahir di Matanari, 14 April 1994. Wisuda Sarjana
Pendidikan Pancasila dan Kewargaengaraan dari
Universitas Negeri Medan tahun 2016. Sejak
Mahasiswa, bergiat tulis menulis puluhan Opini, Puisi
dan Cerpen di Media- Media Lokal Sumatera Utara dan
luar lokal. Mantan Pimpinan Umum lkatan Penulis
Muda (I-Pena) PPKn FIS Universitas Negeri Medan
2014. Pernah memenangkan Juara Il Lomba Menulis Artikel Karya IlImiah
Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Medan tahun 2014. Pernah meraih
Juara | bersama Tim dalam Lomba Debat Universitas Negeri Medan yang
dilaksanakan oleh Pers Kreatif 2015 dan terpilih menjadi The Best Speaker.
Pernah meraih Juara lll Menulis Cerpen di Gebyar dan Pesona Unimed
2016. 2017 lulus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
dengan S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis Buku Narasi Dalam Nalar
Demokrasi (2018). Tahun 2020 menyelesaikan studi Magister Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Yogyakarta.
Pengalaman kerja diawali sebagai Tutor Online Universitas Terbuka hingga
sekarang, sempat menjadi Tutor Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bimbel
Adzkia Medan tahun 2021; Sempat menjadi Dosen MKU Pancasila dan
Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta sejak Juli-Desember
2021. Saat ini menjadi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Secara keorganisasian, aktif
di organisasi Mata Garuda Sumatera Utara, Terdaftar sebagai anggota
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
(AP3KNI).




Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H

Penulis adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum
Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2009, dan
lahir di Ambon, tanggal 31 Oktober 1981. Penulis
merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Tahun 2004, dan melanjutkan studi
Magister llmu Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Sam Ratulangi Manado dengan konsentrasi pada bidang
Pidana dan Hak Asasi Manusia dan meraih gelar Magister Hukum (M.H)
tahun 2006. Kemudian pada tahun 2016 Penulis melanjutkan studi S3
Doktor ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Doktor (Dr) pada
Tahun 2019, selain itu juga penulis aktif pada Lembaga Bantuan Hukum
dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga
saat ini. Penulis juga giat dalam pelaksanaan Tri Dharma salah satunya
menulis pada book chapter berjudul “Sosiologi Kesehatan” vyang
diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada tahun 2022.

Herniwati, S.H., M.H

~ Penulis adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah
Kalimantan Barat yang bertempat tugas di Kota
Singkawang. Penulis mengenyam Pendidikan di
Sekolah Tinggi llImu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin
Singkawang, menamatkan Strata 1 (S1) pada Tahun
2013. Kemudian melanjutkan Strata 2 (s2) Program
Magister llmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan
menyelesaikan pada tahun 2016. Selain sebagai ASN Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Rl Penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen Di
Sekolah Tinggi lImu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang sejak
tahun 2016 dan sebagai Tutor Universitas Terbuka, dan Sebagai Tenaga
Pengajar Akademi kebidanan Singkawang.




Andhika Djalu Sembada, S.S., M.Phil

Penulis lahir di Bandung pada tanggal 10 Juli 1986.
Lulus sekolah menengah atas tahun 2004, kemudian
melanjutkan kuliah D3 Bahasa Korea serta ekstensi S1
Bahasa Korea di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun
2005 mendapat kesempatan mengikuti program
belajar Bahasa Korea (Global Hanma 2005) yang
diselenggarakan oleh Kyungnam University, di Kota
Masan, Korea Selatan. Setelah lulus S1 kemudian melanjutkan studi
dengan menempuh program S2 Filsafat di Universitas Gadjah Mada.
Semasa sekolah dan kuliah aktif dalam kegiatan sosial, musik, dan
olahraga. Saat ini aktif mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo
(STIPRAM) Yogyakarta, Stikes Yogyakarta, Akademi Pariwisata Yogyakarta,
dan mengajar Bahasa Indonesia untuk orang asing di Pusat Studi Sosial
Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada. Karya tulis yang sudah dihasilkan
adalah beberapa jurnal nasional, buku soal-soal Ujian Nasional, buku
referensi, serta terjemahan bebas di media sosial. Apabila ingin
berkomunikasi  dengan  penulis, dapat melalui  email ke
andhikadjalu@stipram.ac.id atau melalui Instagram dengan nama akun
andhika djalu sembada.

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Penulis saat ini merupakan seorang Kriminolog
sekaligus Dosen Tetap di Program Pascasarjana limu
Hukum Universitas Islam Riau dan memiliki Jabatan
Fungsional Lektor Kepala. Beliau lahir di Kota Tengah
pada tanggal 11 Mei 1984. Saat ini, penulis juga
menjabat sebagai Wakil Dekan Ill Bidang Mahasiswa,
, Alumni dan Kerja sama di Kampus Fisipol Universitas
Islam Riau sejak tahun 2016. Dalam keorganisasian, beliau juga pernah
menjadi Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau. Selain itu
penulis juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau sejak tahun 2019. Penulis
menempuh jenjang pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas
Pancasila Tahun 2007. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dalam



mailto:andhikadjalu@stipram.ac.id

bidang kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dan lulus pada tahun
2009. Penulis kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Doktoral
Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2018. Selain
di pascasarjana Penulis juga aktif mengajar di program sarjana dengan
Mata Kuliah yang diajarkan antara lain; Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Pengantar [Imu Hukum, Penologi, Viktimologi, Sistem
Pemasyarakatan Indonesia, Sistem Peradilan Pidana, Sosiologi
Kepenjaraan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Kriminologi, Hukum dan Hak
Asasi Manusia serta Kebijakan Kriminal. Selain mengajar, penulis juga aktif
dalam menulis diberbagai jurnal, media cetak dan elektronik baik lokal
maupun nasional sebagai narasumber serta juga aktif dalam melakukan
berbagai kegiatan Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pada tahun 2021 Penulis juga pernah mengikuti Pelatihan TOT Dosen
Pengampu atau calon dosen Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri | yang
diselenggarakan Oleh KPK RI Bekerja sama dengan LLDIKTI Wilayah X.



ISBN 978-623-459-191-0

& Wi
wl lnn 9" 786234 591910

www.penerbitwidina.com




